PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN
TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 71/PMK.06/2016, tanggal 26 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

" Menimbang: :

a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penataan
atas Barang Milik Negara yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga, telah diterbit-
kan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/
PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Ba-
rang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk
Menyelenggarakan Tugas Dan Flingsi Kementeri-
an/Lembaga (Peraturan Menteri Keuangan Nomor
250/PMK.C6/2011);

b. bahwa dalam rangka menyikapi perkemban-

. gan kondisi dan praktik yang terjadi serta guna
meningkatkan efektivitas dan optimalisasi peng-
gunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/
Lembaga dengan tetap menjunjung tinggi tata ke-
lola pemerintahan yang baik (good governance),
perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Ti-
dak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas
Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat:

{ls Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per-
bendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

. tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dae-
rah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor: 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6533);

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Keuangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

u MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGA-
RAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGA-
RA/LEMBAGA.

BAB i
KETENTUAN UMUM
= Pasai 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud
dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat
BMN, adalah semua barang yang dibeli atau di-
perolehh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari peralehan lain-
nya yang sah.

2. Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementeri-
anf/Lembaga, yang selanjutnya disebut BMN Jd/e,
adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak digunakan untuk kepentingan penye-
lenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lem-
baga. '

3. BMN eks BMN Jjdle adalah BMN /dle yang telah
diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan
Berita Acara Serah Terima.

4. Pengelota Barang adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan
dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang ke-
wenangan penggunaan BMN.

6. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan
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10.

il

12.

13.

14.

16.

16.

kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. -
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan mena-
tausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan
fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang
tidak digunakan untuk penyeleng'garaan tugas
dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau op-
timalisasi BMN dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemi-
likan BMN.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN
dari daftar barang dengan menerbitkan keputu-

san dari pejabat yang berwenang untuk membe- |

baskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/
atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung ja-
wab administrasi dan fisik atas barang yang be-
rada dalam penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan
BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perun-
dang-undangan,

Kementerian Negara, yang selanjutnya dise-
but Kementerian, adalah perangkat pemerin-
tah yang membidangi masalah tertentu dalam
pemerintahan.

Lembaga adalah organisasi non Kementerian |

Negara dan instansi lain Pengguna Anggaran
yang dibentuk untuk melaksanakan tugas ter-
tentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan
Perundang-undangan lainnya.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meli-
puti pengelolaan BMN.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
pengeloiaan BMN.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang
selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dekumen
perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB Il
PRINSIP UMUM
Pasal 2

Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN |
idle pada Kementerian/Lembaga.unit kerja Pengguna

| Barang bersangkutan kepada Pengelola Barang.

BAB Iil
KRITERIA BMN /DLE
Pasal 3

(1) Kriteria BMN Jidle meliputi:

a. BMN dalam penguasaan Pengguna Barang
yang tidak digunakan; atau -

b. BMN dalam penguasaan Pengguna Barang
yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tu-
gas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a, BMN tidak termasuk
dalam kriteria BMN jd/e apabila:

a. BMN telah direncanakan untuk digunakan
oleh Kementerian/Lembaga yang bersangku-
tan sebelum berakhirnya tahun kedua; atau

b. BMN telah direncanakan untuk dimanfaatkan |
dalam waktu 1 (satu) tahun, sejak BMN terin-
dikasi idle.

{3) BMN dinyatakan sebagai BMN terindikasi /d/e se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak
diterbitkannya Surat Permintaan Klarifikasi Tertu-
lis oleh Pengelola Barang.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola Barang
Pasal 4
(1) Menteri Keuangan selaku Pengeloia Barang me-
miliki kewenangan dan tanggung jawab:
a. meminta klarifikasi tertulis kepada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang;
b. melakukan penelusuran terhadap Penggunaan
dan Pemanfaatan BMN terindikasi id/e;
¢. melakukan penelitian terhadap informasi dan
surat jawaban dari Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang; 7
d. menetapkan BMN sebagai BMN J/dle;
e. melakukan pengecekan administratif dan
pengecekan fisik atas BMN /d/e yang akan
diserahkan oleh Pengguna Barang;

f. mengenakan sanksi kepada Pengguna Ba-
rang/ Kuasa Pengguna Barang dan mencabut
sanksi yang telah diberikan kepada Pengguna
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Barang/Kuasa Pengguna Barang;

g. melakukan Penatausahaan terhadap BMN eks
BMN idle; '

h. melakukan pengawasan, pengendalian, pe-
ngamanan dan pemeliharaan terhadap BMN
eks BMN Jdle;

i. menyusun dan mengelola anggaran pe-
ngamanan dan pereliharaan BMN eks BMN
idle;

j. melakukan penetapan status Penggunaan,

Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan terha-
dap BMN eks BMN /d/e; dan
k. melakukan Penghapusan terhadap BMN eks
BMN idle dari Daftar Barang Pengelola.
Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilak-
sanakan oleh Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan
dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab sebagaimana _dimaksud pada
ayat (1) kepada pejabat struktural di lingkungan
Direktorat Jenderal,
Teknis pelaksanaan fungsional Pengelola Barang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Men-
teri Keuangan.

Bagian Kedua
" Tanggurig Jawab
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
i Pasal b y
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Ba-
rang bertanggung jawab atas BMN terindikasi /a/e
dan/atau BMN /dle pada Kementerian/Lembaga
yang dipimpinnya.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. menyampaikan surat jawaban atas BMN terin-
dikasi /dfe kepada Pengelota Barang;

b. melakukan pengamanan, pemeliharaan, pe-
ngawasan, dan pengendalian terhadap BMN
idle yang belum dilakukan serah terima kepa-
da Pengelola Barang;

c. menyelesaikan 'permasalahan administrasi
dan permasalahan hukum yang melekat pada
BMN /dle sebelum diserahkan kepada Penge-
lola Barang;

d. menyerahkan BMN /d/e kepada Pengelola Ba-
rang;

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

{3)

(1)

{2)

e. menandatangani Berita Acara Serah Terima
BMN /dle kepada Pengelola Barang; dan

f. menghapus BMN /d/e yang telah diserahkan
kepada Pengeiola Barang dari Daftar Barang
Pengguna dengan menerbitkan Keputusan
Penghapusan,

Menteri/Pimpinan Lembaga mendelegasikan tang- |

gung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Barang.

- Pasal 6
Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Barang
bertanggung jawab atas BMN terindikasi /d/e dan/
atau BMN /dle dalam lingkungan kantor yang di-
pimpinnya.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} meliputi:

. a. menyampaikan surat jawaban atas BMN terin-

dikasi /dle kepada Pengelola Barang;

b. melakukan pengamanan, pemseliharaan, pe-
ngawasan, dan pengendalian terhadap BMN
/dle yang belum dilakukan serah terima kepa-
da Pengelola Barang;

c. menyelesaikan permasalahan administrasi
dan permasalahan hukum yang melekat pada
BMN Jdle;

d. menyerahkan BMN jdle kepada Pengguna Ba-
rang; dan

e, menghapus BMN /dle yang telah dilakukan
serah terima kepada Pengelola Barang dari
Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan
Keputusan Penghapusan.

BAB V
SUMBER INFORMASI, KLARIFIKASI TERTULIS,
PENELUSURAN, DAN PENELITIAN
Bagian ‘Kesatu
Sumber Informasi
Pasal 7
Sumber informasi mengenai BMM terindikasi

/dle pada Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna
Barang yang bersangkutan, antara lain:

a.

b.

laporan pengawasan dan pengendalian BMN oleh
Pengelola Barang;

laporan pengawasan dan pengendalian BMN oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
informasi tertulis dan/atau laporan dari Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang;
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{1

{2)

(1)

(2)
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Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Se-
mesteran dan Tahunan;

laporan rekapitulasi Kementerian/Lembaga;
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan berupa temuan mengenai adanya BMN
yang terindikasi /idfe pada Kementerian/Lembaga
yang diperiksa;

japoran hasil pengawasan aparat pengawasan in-
tern Pemerintah berupa temuan mengenai adanya
BMN yang terindikasi /d/e pada Kementerian/Lem-
baga unit kerja Pengguna Barang bersangkutan;
informasi dari media massa, baik cetak maupun
elektronik; dan/atau i
laporan masyarakat yang diterima oleh Pengelol
Barang, baik secara langsung maupun secara ti-
dak langsung.

Bagian Kedua
Klarifikasi Tertulis
Pasal 8

Pengelola Barang menyampaikan surat perminta-
an klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang atas sumber informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Surat permintaan klarifikasi tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) memuat materi meliputi
tetapi tidak terbatas pada:
a. identitas clan keberadaan BMN terindikasi

idle;

Penggunaan;
¢. rencana Penggunaan dalam waktu 2 (dua) ta-

hun terhitung sejak BMN terindikasi /d/e;
d. pelaksanaan Pemanfaatan; dan/atau

rencana Pemanfaatan dalam waktu 1 (satu)

tahun terhitung sejak BMN terindikasi /d/e.

. Pasal 9
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang me-
nyusun dan menyampaikan surat jawaban paling
lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diter-
bitkannya surat permintaan klarifikasi tertulis.
Dalam hal surat jawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat-rencana Penggunaan atas

BMN terindikasi /d/a, harus dilengkapi dengan do-.

kumen berupa:

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

b. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/
Lembaga;

(3)

(4)

(8)

{n

(2)

c. RKBMN; dan/atau

d. surat persetujuan terkait dengan penyempur-
naan organisasi.

Dalam hal surat jawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat rencana Pemanfaatan atas

BMN terindikasi idfe, harus dilengkapi dengan do-

kumen berupa:

a. surat usulan Pemanfaatan BMN dari Peng-
guna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang; dan/atau

b. usulan dari calon mitra Pemanfaatan kepada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Dalam hal surat jawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan oleh Kuasa Pengguna |

Barang:

a. harus dilampiri dengan surat pernyataan ber-
meterai cukup yang ditandatangani ocleh Kua-
sa Pengguna Barang; dan ~

b. ditembuskan kepada Pengguna Barang.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4} huruf a sekurang-kurangnya menyatakan:

a. tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang atas
jawaban yang diberikan; dan

b. jawaban Pengguna Barang telah
mendapatkan persetujuan tertulis dari Peng-
guna Barang.

Kuasa

Pasal 10 ' \

Pengelola Barang melakukan pemantauan terha-

dap realisasi pelaksanaan rencana Penggunaan

atau rencana Permanfaatan sesuai surat jawaban |
dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang |

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), antara lain dilakukan melalui cara:

a. meminta perkembangan pelaksanaan rencana
Penggunaan atau rencana Pemanfaatan, ter-
masuk dokumen terkait yang diperlukan; dan/
atau

b. melakukan
dalam bentuk peninjauan lapangan.

pemantauan secara langsung

Pasal 11
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

menyampaikan perkembangan pelaksanaan rencana

Penggunaan atau rencana Pemanfaatan sesual surat
jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
{1) kepada Pengelola Barang setiap semester sampai
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batas waktu rencana Penggunaan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 8 ayat (2} huruf c atau rencana
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf e.

(1}

{2)

{3)

Bagian Ketiga
Penelusuran
Pasal 12

Pengelola Barang melakukan penelusuran terha-

dap Penggunaan dan Pemanfaatan BMN terindi-

kasi idle apabila:

a. Pengelola Barang masih memerlukan kejela-
san atas materi surat jawaban yang disampai-
kan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1); '

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
tidak menyampaikan surat jawaban sampai
dengan lewatnya batas wakiu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat {1);

c. terdapat temuan permasalahan dari hasil
pemantauan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10; atau

d. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
tidak menyampaikan perkembangan pelak-
sanaan rencana Penggunaan atau rencana
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11.

Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertujuan untuk memperoleh jawaban terha-

dap berbagai pertanyaan dan permasalahan lain

yang terkait dengan keberadaan, Penggunaan,
rencana Penggunaan, pelaksanaan Pemanfaatan,

dan rencana Pemanfaatan BMN terindikasi id/e.

lL.aporan pelaksanaan penelusuran memuat:

a. petugas pelaksana penelusuran;

b. identitas BMN terindikasi jd/e; .

c. kejelasan atas keberadaan/kondisi fisik atas
BMN terindikasi idle;

d. Penggunaan, rencana Penggunaan,
sanaan Pemanfaatan, atau rencana Peman-
faatan BMN terindikasi idle;

e. penyelarasan antara fungsi dan peruntukan
BMN ‘terindikasi id/le dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga; dan

f. penyelarasan antara rencana Penggunaan
BMN terindikasi /dle dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga.

pelak-

PENGUMUMANTPERATURAN PEMERINTAH

(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Keempat
Penelitian
Pasal 13

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap:

a. informasi tertulis dan/atau laporan dari Peng-
guna Barang/Kuasa Pengguna Barang se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c:

b. surat jawaban dari Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1);

c. hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10; atau

d. hasil penelusuran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain:

a. kesesuaian data antara yang diinformasikan
dengan data yang tercatat pada Daftar Ba-
rang Pengeiola/Pengguna;

b. penyelarasan antara fungsi dan peruntukan
BMN terindikasi /d/e dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna
Barang bersangkutan; dan

¢. permasalahan administrasi dan permasalahan
hukum yang melekat pada BMN terindikasi /dfe.

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) memuat:

a. identitas petugas pelaksana penelitian;

b. identifikasi BMN terindikasi /dle;

c. identifikasi Pengguna. Barang/Kuasa Penggu-
na Ba;'ang;

d. identifikasi sumber informasi;

e. informasi/data dari surat jawaban;

f. informasi kondisi BMN terindikasi id/e dari ha-
sil penelusuran; ‘

g. standar barang;

h. standar kebutuhan;

i. rencana kebutuhan;

j- analisis kesesuaian fungsi dan peruntukan
BMN terindikasi /di/e; dan

k. informasi status perfnasalahan administrasi
dan hukum atas BMN terindikasi idle.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENYERAHAN
Pasal 14
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 digunakan sebagai dasar oleh Pengelola
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{2)

(3)

(1)

(2)

{3)

(1)

(2)
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Barang dalam menetapkan BMN terindikasi /dle
sebagai BMN Jidle. '

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 13, BMN terindikasi idle
tidak memenuhi kriteria sebagai BMN Jd/e, Penge-
lola Barang memberitahukan hal tersebut secara
tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Penggu-
na Barang.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BMN ter-
indikasi id/fe memenuhi kriteria sebagai BMN idle,
Pengelola Barang menetapkan BMN terindikasi
idle sebagai BMN idle.

Pasal 15

Penetapan BMN terindikasi /dle sebagai BMN /dle
dituangkan dalam keputusan Pengelola Barang.
Keputusan Pengelola Barang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis ke-
pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Keputusan Pengelola Barang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar pertimbangan;
b. identitas Pengguna Barang yang menyerah-

kan BMN idle;
¢c. identitas barang antara lain:

1. data tanah, seperti status kepemilikan,
lokasi, luas, tahun perolehan, dan nilai
perolehan; dan

2. data bangunan, seperti status kepemilikan,
lokasi, luas, konstruksi, tahun perolehan,
nilai perolehan, dan nilai buku.

Pasal 16
Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN yang
telah ditetapkan sebagai BMN idle kepada Pe-
ngelola Barang paling lambat 1 {satu) bulan ter-
hitung sejak tanggal surat penyampaian Kepu-

tusan BMN idle sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat {2). ;

Penyerahan BMN /dfe sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dituangkan dalam suatu Berita Aca-
ra Serah Terima antara Pengelola Bargng dengan
Pengguna Barang yang memuat:

a. identitas para pihak;

b. dasar pelaksanaan;

c. identitas BMN id/e;

d. tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang untuk

’

(3)

{4)

(5)

(1).

(2)

menyerahkan fisik BMN /dle kepada Kantor |
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang; dan |

e. nilai BMN /dle yang meliputi nilai perolehan
dan nilai buku. :

Penyerahan BMN Jjdle sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) harus disertai dengan: -

a. segala dokumen yang berhubungan dengan |
BMN Jdle fersebut, termasuk dokumen kepé- '
milikan; dan

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang yang
mehyatakan mengenai tidak adanya perma-
salahan yang melekat pada BMN Jd/e tersebut
dan kesediaan Pengguna Barang untuk ber-
tanggung jawab penuh apabila di kemudian
hari terdapat permasalahan atas BMN /d/e se-
lama berada dalam pengelolaannya.

Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat

melakukan pengecekan administratif, fisik, dan

hukum atas BMN idfe yang akan diserahkan oleh

Pengguna Barang sebelum ditandatanganinya

Berita Acara Serah Terima.

Dalam hal terdapat temuan dalam pengecekan

administrasi dan pengecekan fisik atas BMN idle

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) temuan
tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima sebagaimana dimaksud pada ayat {2).

Pasal 17

Terhadap BMN /dle yang masih terdapat permasala-
han hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2} huruf ¢, penyerahan dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
baru dapat dilakukan setelah permasalahan hukum
tersebut diselesaikan oleh Pengguna Barang.

Dalam hal setelah ditandatanganinya Berita Aca-
ra Serah Terima BMN Jidle terdapat suatu perma-
salahan hukum yang terjadi sebagai akibat dari
kesalahan/kelalaian penggunaan BMN pada saat
BMN tersebut belum berada dalam pengelolaan

_ Pengelola Barang, maka hal tersebut menjadi

tanggung jawab sepenuhnya dari Pengguna Ba-
rang yang mengelola BMN tersebut.

Pasal 18 5
Berdasarkan keputusan Pengelolia Barang se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan
Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2):
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Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Peng-
hapusan BMN dan menghapus BMN yang telah
ditetapkan sebagai BMN id/e dari Daftar Barang

- Pengguna;

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengelola Barang melakukan hal-hal berikut:

1. mengeluarkan BMN Jdle dari Daftar Barang
Milik Negara Kementerian/Lembaga; dan

2. mencatat dan mendaftarkan BMN Jjd/e
tersebut dalam daftar barang pada Penge-

lola Barang.
BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 19

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tetap
melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN
vang. telah ditetapkan sebagai BMN Jjdle sampai
dengan barang tersebut berada dalam pengua-
saan dan pengelolaan Pengelola Barang berdasar-
kan Berita Acara Serah Terima.

Pengelola Barang melakukan pengamanan dan

- pemeliharaan BMN eks BMN Jd/e setelah barang

tersebut berada dalam penguasaan dan pengelo-
laan Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara
Serah Terima. .

Pengamanan BMN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) antara lain:

a. ‘pengamanan administrasi;

b. pengamanan fisik; dan

Cc. pengamanan hukum.

Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {(3) huruf a melipUti kegiatan inventari-
sasi, pembukuan, pelaporan, dan penyimpanan

' dokumen kepemilikan dan bukti lain yang berkai-

(5)

(6)

{1

tan dengan BMN JdYe. ‘
Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:

a. pemagaran dan pemasangan tanda batas;

b. pemasangan tanda penguasaan; dan

€. penjagaan keamanan.

Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ meliputi tetapi tidak terbatas
pada penanganan masalah hukum selain dari per-
masalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2).

Pasal 20
Biaya yang digunakan untuk melaksanakan “pe-

___PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(2)

(3)

ngamanan dan pemeliharaan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 19 berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Biaya pengamanan dan pemeliharaan BMN eks
BMN Jdle yang berada dalam penguasaan Pen-
gelola Barang dapat berasal dari sumber pembia-
yaan lain yang sah.

Penyusunan dan pengelolaan anggaran dalam
rangka pengamanan dan pemeliharaan BMN
mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan di bidang keuangan negara.

BAB Vi

TINDAK LANJUT ATAS PENYERAHAN BMN /DLE

Pasa! 21
Terhadap BMN eks BMN /dle, Pengelola Ba-

rang melakukan:

a.

b
c.
d

penetapan status Penggunaan;
Pemanfaatan;
Pemindahtanganan; atau
Penghapusan.

Pasal 22
Pengelofaan BMN eks BMN /d/e: diutamakan

untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/
Lembaga.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 23
Kementerian/Lembaga dapat mengajukan per-
mohonan Penggunaan BMN eks BMN /dfe kepa-
da Pengelola Barang melalui RKBMN untuk Pe-
ngadaan BMN. )

Pengelola Barang melakukan penelitian kelayakan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan, dan RKBMN untuk Pengadaan
BMN dari Kementerian/Lembaga bersangkutan.
Pengelola Barang menyetujui atau tidak menyetu-
jui permohonan Penggunaan BMN eks idfe melalui
Hasil Penelaahan RKBMN.

Dalam ha! permochonan Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Pene-
tapan Status Penggunaan BMN berdasarkan Hasil
Penelaahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada
ayat {3). E

Pasal 24
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PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

{1) Kementerian/Lembaga yang belum melaksanakan
penyusunan RKBMN dapat mengajukan permo-
honan Penggunaan BMN eks BMN /dle kepada
Pengelola Barang.

(2) Permohonan yang diajukan oleh Kementerian/
Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
‘harus disertai dengan:

a. alasan pérmohonan Penggunaan BMN eks
BMN /dle;

b. tujuan Penggunaan; dan

c. kebutuhan atas luas tanah dan/atau bangunan.

(3) Terhadap dasar permohonan sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2) huruf b dan huruf ¢, Pengelola
Barang melakukan penelitian kelayakan dengan
berpedoman pada standar barang dan standar
kebutuhan.

(4) Pengelola Barang menyatakan menyetujui atau
tidak menyetujui permohonan Kementerian/Lem-
baga berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal permochonan Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disetujui,
Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Pene-
tapan Status Penggunaan BMN.

(6) Dalam hal permohonan Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dis-
etujui, Pengelota Barang menyampaikan secara
tertulis kepada Kernenterian/Lembaga bersangku-
tan disertai dengan alasan yang mendasarinya.

Pasal 25
Pengelola Barang melakukan penyerahan
BMN eks BMN idle kepada Kementerian/Lemba-
ga dengan Berita Acara Serah Terima berdasarkan
Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) atau
Pasal 24 ayat (5).

Pasal 26
Pengguna Barang mengajukan proses balik
nama bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Repub-
lik Indonesia c.g. Kementerian/Lembaga paling lama 6
{enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanga-
nan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 25.

Pasal 27
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 25:

a. Pengguna Barang mencatat BMN yang telah
diterima dalam Daftar Barang Pengguna;

b. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN |
eks BMN idle dari Daftar Barang Pengelola de- '
ngan penerbitan Keputusan Penghapusan.

Pasal 28
Pengelola Barang dapat melakukan Peman-
faatan atau Pemindahtanganan BMN eks BMN idle.

BAB IX
PENATAUSAHAAN
Pasal 29 _
(1) Terhadap BMN yang sudah ditetapkan sebagai
BMN idie maka Pengguna Barang harus:
a. mereklasifikasi BMN Jidle dari aset tetap men-
jadi aset lainnya; dan
b. mengungkapkan memadai dalam
Catatan Ringkas Barang Milik Negara dan |
Catatan atas Laporan Keuangan.
{2) Terhadap BMN Jjdle yang sudah diserahkan ke-:
pada Pengelola Barang, Pengguna Barang harus:
a. mengeluarkan dari Laporan Barang Kuasa
Pengguna, Laporan Barang Pengguna, dan
Neraca serta mereklasifikasikan ke dalam
Daftar BMN /dle, setelah ditandatanganinya
Berita Acara Serah Terima;
'b. menghapus dari Daftar Barang Pengguna
- setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan;
dan

Secara

c¢. mengungkapkan memadai dalam
Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

dan Catatan atas Laporan Keuangan.

secara

Pasal 30
{1} Pengelola Barang mendaftarkan dan mencatat
BMN eks BMN idfe ke dalam daftar dan buku
barang pada Pengelola Barang menurut peng-
golongan dan kodefikasi barang berdasarkan Be-
rita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2). ‘
{2) Daftar dan buku barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat data pengelolaan BMN
berupa tanah dan/atau bangunan eks BMN Jdle
sejak diserahterimakan kepada Pengelola Barang
sampai dengan dihapuskan.
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Pasal 31
{1) Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMN
eks BMN /d/e yang berada dalam penguasaannya
sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Pengelola Barang mendaftarkan dan mencatat
hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam daftar barang pada Pengelola
Barang.

Pasal 32

(1) Pengelola Barang bersama dengan Pengguna Ba-
rang dan/atau aparat pengawasan intern Peme-
rintah dapat melaksanakan inventarisasi atas ta-
nah dan/atau bangunan dalam rangka identifikasi
adanya BMN jd/e pada Pengguna Barang.

(2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu tim
gabungan.

Pasal 33
Pengelola Barang menyusun laporan BMN eks
BMN jd/e yang merupakan bagian dari Laporan Barang
Pengelola semesteran dan tahunan.

Pasal 34 -

Terhadap BMN eks BMN /dle yang sudah di-
serahterimakan kepada Pengguna Barang, Pengelola
Barang:

a. mengeluarkan dari Laporan Barang Pengelola dan
Nerata setelah ditandatanganinya Berita Acara
Serah Terima; dan

b. menghapus dari daftar barang pada Pengelola Ba-
rang setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan.

BAB X
SANKSI
Pasal 35
Pengguna Barang yang tidak menyerahkan

BMN yang telah ditetapkan sebagal BMN Jd/e dikena-

kan sanksi berupa:

a. pembekuan dana pemeiiharaan BMN atas tanah
dan/atau bangunan yang telah ditetapkan sebagai
BMN Jdle; dan/atau

b. penundaan penyelesaian atas usulan Peman-

. faatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan
BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 36

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, Péngelola Barang dapat pula mempertim-
bangkan untuk tidak menyetujui usulan RKBMN Pe-
ngadaan yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga
bersangkutan.

Pasal 37
Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Penggdna
Barang telah menyerahkan BMN yang ditetapkan se-
bagai BMN Jdle, Pengelola Barang mencabut sanksi
yang telah dikenakan kepada Pengguna Barang.

BAB XI|
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38 1
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan BMN
eks BMN Jjdle oleh Pengelola Barang dapat dilak-
sanakan oleh Badan Layanan Umum pada Pengelola
Barang.

Pasal 39
Dalam rangka optimalisasi Penggunaan BMN,
Pengelola Barang dapat melakukan alih status Peng-
gunaan BMN terindikasi idle dan BMN idle sesuai de-
ngan ketentuan Peraturan Pefundang-undangan di bi-
dang Penggunaan BMN.

Pasail 40
Ketentuan lebih fanjut mengenai teknis me-
ngenai prosedur kerja, bentuk surat, dan laporan yang
diperlpkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Men-
teri ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB XlI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

a. proses penetapan BMN /dfe yang belum disele-
saikan oleh Pengelola Barang sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Menteri ini, proses se-
lanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini;

b. keputusan penetapan BMN idle yang telah diter-
bitkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Di-
gunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan

49




PENGUMUMAN/ PERATURA!

\ PEMERINTAH

Fungsi Kementerian/Lembaga dinyatakan tetap
berlaku.

BAB Xill
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Pelaksanaan Penetépan status Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan, dan
Penatausahaan BMN eks BMN idle dilakukan menga-
cu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangah di
bidang BMN.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata
Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Di-
gunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi
Kementerian/Lembaga dinyatakan masih tetap ber-
laku sepanjang tidak berténtangan atau belum diganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini .

Pasal 44
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.
06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik
Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggara-
kan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Petaturan Menten ini mutai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Re-
publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESHA,
ttd. y
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. :
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 644

(BN )

PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH UNTUK TUJUAN
REVALUASI ASET BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA
ATAU BADAN USAHA-MILIK DAERAH YANG MELAKUKAN

PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL
(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.l Nomor 21/POJK.04/2016,
- tanggal 12 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan eko-
nomi Pemerintah. terkait revaluasi aset Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Dae-

rah, penetapan nilai hasil revaluasi dapat dilaku-
kan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direk-
torat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan Republik Indonesia;

b. bahwa Profesi Penilai yang dapat memberikan
jasa penilaian bagi Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah yang telah melakukan
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